BUPATI SAROLANGUN
ROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR %79 /BAPPEDA/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepata.n
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 20 15 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dalam
rangka meningkatkan Koordinasi Penanggulangan
kemiskinan di Tingkat Kabupaten, maka gerlu
menetapkan tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Pembentukan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan di Wilayahnya,

Fungsi
1. Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RKPD dan
Rencana Aksi Kabupaten/Kota di bidang

Penanggulangan Kemiskinan Daerah,;

2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Program bidang
Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

3. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang
penanggulangan kemiskinan Daerah;

4. Penyusunan Instrumen Pemantauan, Pelaksanaan
Pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan
pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Daerah;

5. Pengelolaan  pengaduan masyarakat di  bidang
penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan Daerah;

6. Penyiapan Laporan Pelaksanaan dan pencapaian
program Penanggulangan Kemiskinan Daerah kepada
Bupati dan TKPK Provinsi;

7. Melaksanakan Koordinasi Program/Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ke
Pemerintah Provinsi dan Pusat;

8. Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten pada
Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dari
Pemerintah Provinsi dan Pusat dan;

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

. Tim Sekretariat mempunyai tugas :

e Memberikan dukungan administrasi teknis dan
dukungan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten,;

. Kelompok Kerja (POKJA)

1. POKJA Pendataan dan Sistem Informasi
Tugas :
Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK
Kabupaten dalam mengelola data dan sistem Informasi
Kemiskinan.
Fungsi :
Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
Pengembangan Indikator Kemiskinan Daerah;
Pengembangan sistem informasi kemiskinan,
Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini
kondisi dan permasalahan kemiskinan.
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2. POKJA Pengembangan Kemitraan

Tugas .

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten
dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan
kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.

Fungsi :

a. Perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat

dengan Pemerintah Daerah;

b. Perumusan Pembinaan hubungan dunia usaha dengan
Pemerintah Daerah.
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: ber 2023
KELIMA  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Novem

dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

di Sarolangun
A T 10 Disenbar 12023
SAROLANGUN,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambj di Jambi;

- Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jambi di Jambi:
Sdr. Inspektur Daerah Kabu

paten Sarolangun di Sarolangun;
Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
Yang Bersangkutan;
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